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Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari kerja pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Subbagian 
Keuangan. Selama melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas 
seperti: Melakukan pembukuan transaksi harian dalam BKU dengan menggunakan 
SIPKD; Mengolah data BKU dari SIPKD ke Miscrosoft Excel; Membuat Cek yang 
Harus Dikeluarkan; Membuat bukti potong PPh 21 dan 22 dengan e-SPT; 
Membuat e-Billing dan melakukan rekapitulasi; Mengikuti kegiatan inspeksi 
keuangan; Memperbarui data PNS per 2018; Melakukan Rekapitulasi data 
penerimaan Retribusi dari SIMPAD; Melakukan register SPP, SPM serta SP2D; 
dan Menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP serta melakukan 
pengarsipan dokumen. Didalam menjalankan kegiatan PKL, praktikan dapat 
mengaplikasikan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Perpajakan yang pernah 
praktikan terima dan mendapatkan ilmu baru dalam pengerjaan tugas. Praktikan 
dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi SIPKD yang digunakan pada 
SKPD, praktikan dapat beradaptasi di lingkungan kerja secara lebih nyata, serta 
dapat belajar memahami karakter orang-orang yang berada disekitar lingkungan 
kerja.  
 
 
Kata Kunci : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sistem 
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Buku Kas Umum (BKU), 
Elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (E-SPT), E-Billing, Surat Penyedia 
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar 
(SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Alhamdulillah praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan lancar dan tepat waktu. 
Laporan yang praktikan sajikan ini disusun berdasarkan hasil praktik 
yang telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 31 
Agustus 2018 pada Subbagian Keuangan Disparbud Jakarta, dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli 
Madya Ekonomi pada Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Dapat terlaksananya kegiatan PKL hingga selesainya Laporan ini 
tentunya tidak lepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu praktikan tentunya ingin mengucapkan terimakasih kepada 
pihak-pihak yang terlibat, yaitu: 
1. Kedua orangtuaku tercinta Papa Awaluddin Rafur dan Mama Rita 
Susanti, S.E., beserta kakak-kakak dan adik-adikku; Naufal, Isyana, 
Anindya, dan Fasya, atas segala doa dan dukungan serta kasih 
sayang kalian yang begitu besar; 
2. Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Sc., M.Acc, Ak., CA, CTA., selaku 
Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan 
arahan serta menyediakan waktu kepada praktikan untuk membantu 
penulisan laporan PKL ini; 
3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si.Ak. selaku Koordinator Program Studi 
D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 
telah memberikan nasihat dan masukan bagi praktikan; 
4. Seluruh keluarga besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta khususnya Subbagian Keuangan yaitu Ibu Surasih, Pak 
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Haryadi, Mbak Tika, Mbak Indah, Mbak Iyah, Mbak Rizka, Pak 
Matsani, Pak Adit, dan Kak Ihsan; juga Bapak Muhazir dari 
Subbagian Umum & Kepegawaian, yang telah memberikan banyak 
bantuan, keceriaan, serta ilmu bermanfaat bagi praktikan selama 
melaksanakan PKL; 
5. Kekasihku, Donny Dharmawan yang telah memberikan dukungan 
serta semangatnya. Juga Mama Lilis Septi Indayani dan Papa Eko 
Budi Santosa yang telah memberikan banyak dukungan serta kasih 
sayang; 
6. Teman-teman seperjuangan D3 Akuntansi 2 2016 yang ku cintai, 
yang telah banyak memberikan banyak bantuan dan semangat bagi 
praktikan; 
7. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam 
menyelesaikan Laporan PKL ini yang tidak mungkin praktikan 
sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari pihak yang telah 
disebutkan di atas melalui cinta dan kasih sayang Nya yang tak terhingga. 
Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini masih memiliki banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga 
laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif 
bagi masyarakat khususnya civitas akademika Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 Latar Belakang PKL 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di era modern ini 
menuntut setiap orang untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal 
ini bertujuan agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diimbangi 
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh SDM tersebut. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa kini kriteria yang dibutuhkan oleh instansi untuk 
mendapatkan SDM menjadi semakin tinggi. Sehingga, persaingan untuk 
mendapatkan pekerjaan dimasa ini sungguh ketat. 
Untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, tidak hanya 
membutuhkan kemampuan kognitif saja, tapi juga harus mengembangkan 
kemampuan psikomotorik. Kemampuan kognitif adalah kemampuan seseorang 
yang mencakup kegiatan mental (otak), berorientasi pada kemampuan berfikir yang 
mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai 
kepada kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan psikomotorik adalah 
kemampuan seseorang yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan 
bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.  Dengan begitu, 
seseorang tidak hanya memiliki wawasan yang luas, namun juga dibekali dengan 
keterampilan dan kemampuan yang mendukung. Keseimbangan antara kemampuan 
kognitif dan psikomotorik dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang tidak 
kalah saing di dunia kerja saat ini.
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Dalam melaksanakan program pendidikan, Universitas Negeri Jakarta yang 
terakreditasi “A” memiliki visi untuk membangun masyarakat Indonesia yang 
maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi. Hal ini 
sejalan dengan slogan Universitas Negeri Jakarta yang berbunyi; “Building Future 
Leaders” dimana Universitas Negeri Jakarta berharap mampu melahirkan generasi 
terbaik yang siap memimpin masa depan dengan segala kemampuan dan 
wawasannya yang luas. 
Oleh karena itu, Universitas Negeri Jakarta mengharuskan setiap 
mahasiswanya untuk mengenal secara langsung dunia kerja melalui PKL. Dengan 
mengikuti PKL, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan hal-hal yang telah 
didapatkan selama pendidikan kedalam segala aspek kehidupan sehingga 
mahasiswa tidak hanya mengerti pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengerti 
bagaimana penerapannya. 
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 Maksud dan Tujuan PKL 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL, tentunya terdapat maksud dan tujuan 
dari kegiatan tersebut. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan PKL ialah 
sebagai berikut: 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi persyaratan 
kelulusan Program D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta.  
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia kerja. 
3. Menjadi sarana pengenalan lingkungan kerja untuk mahasiswa, agar lebih 
siap mental saat bekerja nanti. 
Adapun tujuan dilaksanakannya PKL antara lain : 
1. Memenuhi Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib ditempuh sebagai 
persyaratan akademis. 
2. Mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam bangku perkuliahan kedalam 
aspek kehidupan. 
3. Mempelajari secara langsung sistem yang berkaitan dengan akuntansi di 
sebuah instansi; 
4. Menjadi sarana untuk melatih mental mahasiswa agar selalu siap dan 
tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan. 
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 Kegunaan PKL 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Untuk melatih, memperdalam, dan menambah wawasan, pengetahuan 
serta pengalaman mahasiswa untuk dapat terjun ke dalam masyarakat 
terutama di lingkungan dunia kerja. 
b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku 
perkuliahan dan mengetahui perbandingan antara ilmu pengetahuan yang 
dimiliki dengan dunia kerja. 
c. Sebagai sarana untuk menguji kemampuan pribadi baik dari segi disiplin 
ilmu maupun sosialisasi hidup bermasyarakat. 
d. Sebagai sarana untuk menambah relasi 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Akuntansi 
a. Untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum dan silabus yang telah 
diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia Akuntansi di instansi. 
 
3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
a. Sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi/perusahaan dengan 
Universitas Negeri Jakarta untuk kerja sama lebih lanjut, baik bersifat 
akademis maupun organisasi. 
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 Tempat PKL 
Berikut merupakan informasi data instansi tempat praktikan melaksanakan PKL: 
Nama   : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jl. Kuningan Barat No. 2, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 
Telepon  : 021-520 5455, 520 5454 
Fax   : 021-522 9136, 527 0917 
E-mail  : info@jakarta-tourism.go.id 
Website  : www.jakarta-tourism.go.id 
Tempat : Sekretariat, Subbagian Keuangan 
Alasan praktikan memilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 
Jakarta sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena praktikan ingin 
mengetahui bagaimana sistem akuntansi pemerintahan daerah yang diterapkan oleh 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta secara lebih mendalam. 
Seperti, apa saja kegiatan yang dilakukan, bagaimana penyerapan anggaran yang 
terjadi, bagaimana proses yang dilakukan untuk membayarkan kegiatan, serta 
seperti apa inspeksi keuangan dalam instansi pemerintahan.  
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 Jadwal Waktu PKL 
Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada Subbagian Keuangan selama 2 bulan, 
terhitung sejak tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Untuk mewujudkan 
pelaksanaan PKL tersebut, praktikan telah melalui beberapa tahapan yang harus 
dilalui. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh praktikan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Beberapa bulan sebelum melaksanakan PKL, tepatnya akhir bulan Maret 
2018, praktikan mulai mencari informasi mengenai instansi yang menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan PKL. Kemudian praktikan mendapat informasi 
bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memberikan 
kesempatan PKL untuk mahasiswa. 
Maka dari itu, praktikan dengan segera mengurus surat permohonan izin 
PKL yang dikeluarkan/ditanda tangani oleh Program Studi dan diketahui Kasubag 
Bidang Akademik, yang kemudian diserahkan ke Biro Akademik Kemahasiswaan 
dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) untuk diproses lebih lanjut. 
Praktikan kemudian mengajukan surat permohonan PKL tersebut beserta 
Curriculum Vitae praktikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Disparbud Jakarta pada 30 
April 2018 untuk melaksanakan PKL di instansi tersebut selama 2 bulan. Oleh 
karena itu pada tanggal 21 Juni 2018 praktikan diminta untuk datang ke Disparbud 
Jakarta dan menemui Bapak Muhazir dari Subbagian Umum & Kepegawaian untuk 
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mengambil Surat Jawaban dari Disparbud Jakarta. Lalu praktikan dijelaskan 
mengenai aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi selama menjalankan PKL di 
Disparbud Jakarta dan bagaimana lingkungan kerja Disparbud Jakarta.  
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di Subbagian Keuangan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan PKL tersebut dilaksanakan selama 45 
hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Juli sampai 31 Agustus 2018. Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Adapun 
jam kerja PKL sesuai dengan jam kerja Disparbud Jakarta yang dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel I.1 - Jam Kerja Disparbud Jakarta 
 
Sumber : Data diolah oleh Penulis 
Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terletak 
dibelakang Wisma Mulia Gatot Subroto tepatnya di Jalan Kuningan Barat Nomor 
2, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan memiliki situs resmi www.jakarta-
tourism.go.id. 
  
Hari Senin Selasa Rabu Kamis
Jam Kerja 1
Istirahat
Jam Kerja 2
08.00 –12.00 WIB
12.00 – 13.00 WIB
13.00 – 16.00 WIB
Jumat
HARI KERJA NORMAL
11.30 – 13.00 WIB
08.00 – 11.30 WIB
13.00 – 16.30 WIB
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3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL ini berdasarkan apa yang telah praktikan 
kerjakan selama melaksanakan PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
Laporan PKL ini mulai praktikan persiapkan sejak bulan September dan 
selesai dibulan Oktober 2018. Dalam penyusunan laporan ini, praktikan banyak 
mendapat bantuan dan arahan dari dosen Program Studi Akuntansi, khususnya 
Bapak Petrolis Nusa Perdana, S.E., M.Sc., M.Acc, Ak., CA, CTA selaku dosen 
pembimbing praktikan yang sangat membantu dalam memberikan kritik dan saran 
mengenai penulisan yang baik dan benar. Selain itu praktikan juga banyak 
mendapatkan bantuan dari karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta khususnya karyawan Sekretariat Disparbud Jakarta, Subbagian 
Keuangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 Sejarah Instansi 
1. Profil Lembaga dan Sejarah Singkat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dan bertanggung 
jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di Jakarta, yaitu: 
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan 
Kepulauan Seribu. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
terletak di Jalan Kuningan Barat Nomor 2 Kota Jakarta Selatan dan memiliki situs 
resmi www.jakarta-tourism.go.id.  
Dengan slogan Enjoy Jakarta, situs resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta menyediakan berbagai informasi mengenai keanekaragaman 
budaya dan berbagai destinasi pariwisata bagi wisatawan dalam dan luar negeri 
yang ingin berkunjung ke Jakarta. Destinasi yang bisa menjadi referensi wisatawan 
diantaranya destinasi rekreasi, kepulauan seribu, wisata belanja, seni dan budaya, 
kuliner, hiburan, museum dan monumen, teater dan konser, golf dan spa, serta 
wisata pertemuan dan pameran. 
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2. Lahirnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Sebelum Disparbud Jakarta terbentuk, pemerintah terlebih dahulu 
mendirikan Badan Pengembangan Pariwisata DKI Jakarta (BAPPARDA JAYA) 
pada 7 Februari 1967 sebagai bentuk realisasi Instruksi Presidium Kabinet Ampera 
No. 103/4TAP/2/66. Bapparda Jaya merupakan cikal bakal berdirinya Disparbud 
Jakarta. Karenanya, meski secara administratif Disparbud Jakarta baru berdiri pada 
tanggal 2 September 1970, namun tanggal 7 Februari lah yang ditetapkan sebagai 
hari jadi Disparbud Jakarta. 
Sebagai daerah yang tak memiliki kandungan minyak, Jakarta telah secara 
pesat mengembangkan segenap potensi pariwisata yang dimilikinya ke seluruh 
dunia. Sektor pariwisata ini telah berhasil menjadi sumber utama pendapatan devisa 
di Jakarta sekaligus menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk membenahi 
potensi pariwisata yang dimilikinya. Pemerintah kemudian membentuk suatu 
organisasi yang secara khusus menangani perihal pariwisata di Jakarta. 
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2001, Disparbud Jakarta 
didirikan, dimana Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja didasari oleh Peraturan 
Gubernur Jakarta No.107 tahun 2001. 
Seiring adanya perubahan dalam hal birokrasi baik di tingkat pusat maupun 
daerah, struktur organisasi Pemerintah Jakarta juga turut mengalami perubahan. 
Berdasarkan Perda No.10 tahun 2008 tentang Organisasi Daerah, Dinas Pariwisata 
yang berafiliasi pada Dinas Museum & Kebudayaan pada akhirnya digabung 
menjadi Dinas Pariwisata & Kebudayaan. Di sisi lain, Strutur Organisasi serta 
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Prosedur Kerja kini diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 
tahun 2016. 
 
3. Visi Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 
a. VISI 
Visi adalah suatu maksud, tujuan, atau impian besar yang ingin dicapai oleh 
seseorang maupun sebuah organisasi. Ketika menjalankan setiap tugasnya sebagai 
penggerak perekonomian di sektor pariwisata, Disparbud Jakarta memiliki visi 
sebagai berikut :  
“Jakarta sebagai Tujuan Wisata dan Budaya dengan Standar Internasional” 
Visi ini dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah Jakarta, terutama 
Disparbud Jakarta, untuk menyejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar di dunia 
sebagai destinasi wisata dan budaya yang termasyhur. 
b. MISI 
Jika visi merupakan tujuan akhir, maka misi adalah serangkaian langkah 
yang perlu diambil untuk meraih tujuan tersebut. Pembentukan Disparbud Jakarta 
juga merupakan salah satu langkah untuk meraihnya. Berikut ini adalah misi yang 
diemban oleh Disparbud Jakarta:  
1) Membangun sumber-sumber serta produk-produk pariwisata dan 
kebudayaan.  
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2) Mendorong pemberdayaan masyarakat, komunitas, serta organisasi-
organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan.  
3) Membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan. 
 
 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. 
Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 
antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi 
dibatasi. 
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1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 tahun 2016, 
berikut ini adalah Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi 
DKI Jakarta : 
 
  
SEKSI 
PEMBINAAN 
PARIWISATA
SEKSI 
PEMBINAAN 
KEBUDAYAAN
SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUKU DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KABUPATEN 
ADMINISTRASI
SUB BAGIAN 
TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI 
KEBUDAYAAN
SEKSI INDUSTRI 
PARIWISATA
SEKSI ATRAKSI 
DAN PROMOSI
SUKU DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN KOTA 
ADMINISTRASI
SUB BAGIAN 
TATA USAHA
KEPALA BIDANG
SENI BUDAYA
KEPALA SEKSI
PEMBINAAN KESENIAN
KEPALA SEKSI
PRASARANA DAN SARANA
KEPALA SEKSI
KEMITRAAN
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN PRODUK
KEPALA SEKSI
USAHA JASA PARIWISATA
KEPALA SEKSI
CAGAR BUDAYA
KEPALA SEKSI
PROMOSI DALAM NEGERI
KEPALA SEKSI
REGULASI
KEPALA SEKSI
AKOMODASI DAN RESTORAN
KEPALA SEKSI
NILAI BUDAYA
KEPALA SEKSI
PROMOSI LUAR NEGERI
KEPALA SEKSI
DATA DAN INFORMASI
KEPALA SEKSI
HIBURAN DAN REKREASI
KEPALA SEKSI
SEJARAH DAN PERMUSEUMAN
KEPALA SEKSI
DESTINASI
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN 
PENGEMBANGAN
KEPALA BIDANG
INDUSTRI PARIWISATA
KEPALA BIDANG
NILAI BUDAYA DAN SEJARAH
KEPALA BIDANG
DESTINASI DAN PEMASARAN
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 
DAN PROGRAM ANGGARAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
KEPALA SEKRETARIAT
Gambar II.1 – Struktur Organisasi Disparbud Jakarta. 
Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 tahun 2016 
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Adapun rinciannya ialah sebagai berikut : 
1) Kepala Dinas 
2) Sekretariat, terdiri dari : 
a. Subbagian Umum Kepegawaian; 
b. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 
c. Subbagian Keuangan. 
3) Bidang Informasi dan Pengembangan, terdiri dari : 
a. Seksi Data dan Informasi; 
b. Seksi Regulasi; 
c. Seksi Pengembangan Produk. 
4) Bidang Seni Budaya, terdiri dari : 
a. Seksi Pembinaan Kesenian; 
b. Seksi Prasarana dan Sarana; 
c. Seksi Kemitraan. 
5) Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari : 
a. Seksi Hiburan dan Rekreasi; 
b. Seksi Akomodasi dan Restoran; 
c. Seksi Usaha Jasa Pariwisata. 
6) Bidang Nilai Budaya dan Sejarah, terdiri dari : 
a. Seksi Sejarah dan Permuseuman; 
b. Seksi Nilai Budaya; 
c. Seksi Cagar Budaya. 
7) Bidang Destinasi & Pemasaran, terdiri dari : 
a. Seksi Destinasi; 
b. Seksi Promosi Luar Negeri; 
c. Seksi Promosi Dalam Negeri. 
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8) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi; 
a. Kepala Suku Dinas; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Industri Pariwisata; 
d. Seksi Kebudayaan; 
e. Seksi Atraksi dan Promosi; 
f. Sub Kelompok Jabatan Fungsional. 
9) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi; 
a. Kepala Suku Dinas; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pembinaan Pariwisata; 
d. Seksi Pembinaan Kebudayaan; 
e. Sub Kelompok Jabatan Fungsional. 
10)  Unit Pelaksana Teknis; 
a. Kepala Unit; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Atraksi; 
d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; 
e. Sub Kelompok Jabatan Fungsional. 
11)  Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
Adapun yang terbagi menjadi Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Administrasi, Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi, dan 
Unit Pelaksana Teknis ialah sebagai berikut : 
 
1) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi : 
a. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 
Timur; 
b. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 
Barat; 
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c. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 
Selatan; 
d. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 
Utara; 
e. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 
Pusat. 
 
2) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi : 
a. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu. 
 
3) Unit Pelaksana Teknis : 
a. UP Anjungan dan Graha Wisata; 
b. UP Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan; 
c. UP Pusat Pelatihan Seni Budaya; 
d. UP Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki; 
e. UP Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; 
f. UP Museum Kesejarahan Jakarta; 
g. UP Museum Kebaharian Jakarta; 
h. UP Museum Seni Jakarta; 
i. UP Pusat Konservasi Cagar Budaya; 
j. UP Kawasan Kota Tua; 
k. UP Kawasan Monas. 
 
4) Bidang Informasi dan Pengembangan 
a. Tourist Information Center Bandara International Soekarno Hatta; 
b. Tourist Information Center Gedung Theater Jakarta, MH Thamrin; 
c. Tourist Information Center Gedung ITC Mitra Praja Utama, Bali; 
d. Tourist Information Center Monumen Nasional; 
e. Tourist Information Center Museum Tekstil. 
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2. Struktur Organisasi Subbagian Keuangan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 
Subbagian Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
berada dibawah Bidang Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagai berikut : 
 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 tahun 2016, 
Subbagian Keuangan mempunyai tugas :  
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretaiat 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; 
VERIFIKATOR KEUANGAN PENATA DOKUMEN
TENAGA AKUNTANSI
TENAGA PERPAJAKAN
TENAGA PEMBUKUAN
BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU
PENGOLAH DATA 
KEUANGAN
PENGADMINISTRASI 
KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Gambar II.2 – Struktur Organisasi Subbagian Keuangan Disparbud Jakarta 
Sumber : Data diolah oleh Penulis 
18 
 
 
 
c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
d. Menghimpun dan menyusun bahan pertanggungijawaban keuangan Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan; 
e. Menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara; 
f. Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);  
g. Menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
h. Melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
i. Mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
j. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan 
penerimaan retribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
k. Memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan 
pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
l. Mengoordinasikan tugas Bendahara; 
m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat;  
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 
Keuangan. 
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Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari pegawai Subbagian Keuangan 
Disparbud Jakarta ialah sebagai berikut : 
1) Kepala Subbagian Keuangan 
Kepala Subbagian Keuangan pada Disparbud Jakarta merupakan Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. PPK‐SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Adapun tugas pokok dan 
fungsi PPK SKPD ialah : 
a) Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS Gaji yang 
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran 
pembantu; 
b) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang 
disampaikan Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran 
pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK; 
c) Menyiapkan SPM; 
d) Melakukan verifikasi SPJ; 
e) Melaksanakan sistem akuntansi dan penatausahaan keuangan SKPD; 
f) Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD; 
g) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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2) Bendahara Penerimaan 
Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Adapun tugas 
pokok dan fungsi Bendahara Penerimaan SKPD ialah sebagai berikut : 
a) Membantu PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan kelengkapan untuk 
penyusunan RKA, DPA, dan DPPA-SKPD; 
c) Menerima, dan menyetorkan uang penerimaan Asli Daerah (PAD); 
d) Melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan 
penyetoran pendapatan daerah; 
e) Mempertanggungjawabkan  secara administratif atas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK-SKPD  paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya; 
f) Mempertanggungjawabkan  secara fungsional atas pengelolaan uang 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD/bagian 
keuangan  paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah disahkan 
oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; 
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3) Bendahara Pengeluaran  
Bendahara Pengeluaran SKPD ialah seseorang yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. Adapun tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran 
SKPD ialah sebagai berikut : 
a) Membantu PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan kelengkapan untuk 
penyusunan RKA, DPA, dan DPPA-SKPD; 
c) Penyediaan Dana berdasarkan SPD yang telah ditetapkan dalam DPA-
SKPD; 
d) Permintaan Pembayaran dengan mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS; 
e) Menerima uang senilai yang tercantum dalam SPM; 
f) Mengeluarkan uang sesuai peruntukan masing-masing kegiatan; 
g) Menerima pungutan pajak dan melaksanakan penyetoran ke kas negara; 
h) Mempertanggungjawabkan  secara administratif atas penggunaan Uang 
Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang 
Persediaan (TU) dan langsung dengan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran melalui 
PPK-SKPD  paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
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4) Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk untuk 
menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UKPD 
dalam SKPD. Adapun tugas pokok dan fungsi Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD ialah sebagai berikut : 
a) Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Menyusun usulan pengajuan uang persediaan (UP), tambahan uang 
persediaan (TUP), langsung (LS), dan gaji sesuai dengan program dan 
kegiatan yang dilakukan dan arahan PPK;  
c) Menerima dan menatausahakan UP/TU dari bendahara pengeluaran 
sesuai dengan ketentuan; 
d) Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya 
bersumber dari UP/TU; 
e) Melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak dari 
pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan; 
f) Menyerahkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada 
bendahara pengeluaran dengan membuat SPJ disertai dengan Rincian 
Permintaan Pembayaran untuk mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS; 
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5) Verifikator Keuangan 
Verifikator Keuangan yaitu seorang staf yang bertugas membantu PPK-SKPD 
dalam melakukan verifikasi SPJ. Adapun tugas pokok dan fungsi Verifikator 
Keuangan SKPD ialah : 
a) Membantu PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Memperoleh keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK dianggarkan 
dalam DPA SKPD dan pengeluaran kas dalam batas anggaran yang 
telah ditentukan, dan dibebankan pada mata anggaran yang tepat;  
c) Memperoleh keyakinan bahwa pengeluaran (SPJ) didukung dengan 
bukti-bukti yang sah dan lengkap;  
d) Memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan 
anggaran; 
e) Memperoleh keyakinan bahwa SPJ tersebut telah ditandatangani oleh 
yang berhak; 
f) Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna 
Anggaran SKPD ke dalam buku register. 
 
6) Pengolah Data Keuangan 
Pengolah Data Keuangan yaitu staf yang bertugas membantu PPK-SKPD 
dalam pengolahan data keuangan SKPD. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengolah 
Data Keuangan SKPD ialah : 
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a) Membantu PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Mengonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mempersiapkan 
Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke BPKD 
berdasarkan permintaan UP/GU/TU dan LS; 
c) Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang dalam Buku Kas 
Umum; 
d) Membuat Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UP dan LS per rincian 
objek belanja; 
e) Mencatat penerimaan dan setoran pajak dalam Buku Pajak; 
f) Menghitung pajak yang harus dipotong, dipungut, dan disetorkan atas 
kegiatan serta membuat Bukti Potong; 
g) Membuat kode billing untuk penyetoran pajak; 
h) Membuat dokumen dan/atau buku-buku pembantu lainnya yang 
diperlukan dalam penatausahaan pengeluaran (belanja) dalam 
pelaksanaan APBD; 
i) Menyusun Laporan Atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang di 
kelola SKPD; 
j) Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun laporan triwulan, semesteran, 
laporan keuangan konsolidasi, serta menyiapkan bahan yang berkaitan 
dengan Laporan Keuangan; 
k) Mempersiapkan bahan untuk rekonsiliasi; 
l) Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi aset SKPD; 
m) Memeriksa dan mengkaji Laporan Keuangan Suku Dinas (UKPD); 
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n) Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD Konsolidasi yang meliputi 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. 
Pada Subbagian Keuangan Disaparbud Jakarta, Pengolah Data Keuangan 
dibagi tugas lagi menjadi tiga bagian yaitu Tenaga Akuntansi, Tenaga Pajak, dan 
Tenaga Pembukuan. 
7) Penata Dokumen 
Penata Dokumen ialah staf yang bertugas membantu PPK SKPD dalam 
penataan dokumen SKPD. Adapun tugas pokok dan fungsi Penata Dokumen SKPD 
ialah : 
a) Membantu PPK SKPD dalam melaksanakan tugasnya; 
b) Membantu Verifikator Keuangan dalam melaksanakan tugasnya; 
c) Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya; 
d) Meneliti kelengkapan SPM yang akan disampaikan kepada Kepala 
SKPD/Pengguna Anggaran; 
e) Menyiapkan naskah SPM; 
f) Meneliti kelengkapan bukti-bukti SPJ yang disajikan oleh PPTK; 
g) Melakukan pengarsipan dokumen SPJ yang telah disahkan oleh 
Pengguna Anggaran SKPD; 
g) Melakukan pengarsipan SP2D yang telah keluar; 
h) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen penyetoran Pajak. 
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8) Pengadministrasi Keuangan 
Pengadministrasi Keuangan ialah staf yang bertugas membantu PPK SKPD 
dalam pengadministrasian SKPD. Adapun tugas pokok dan fungsi 
Pengadministrasi Keuangan SKPD ialah : 
a) Menghimpun dokumen pendukung pelaksanaan anggaran untuk 
diserahkan kepada Bendahara; 
b) Mempersiapkan kelengkapan berkas pembuatan SPP dan SPM yang 
akan diajukan ke BPKD berdasarkan berdasarkan permintaan 
UP/GU/TU dan LS; 
c) Menyusun daftar rekapitulasi uang makan pegawai; 
d) Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan 
perjalanan dinas pegawai; 
e) Menghimpun dan mengagendakan surat masuk dan surat keluar; 
f) Menginventarisasi dan melakukan kodifikasi aset khususnya 
Subbagian Keuangan SKPD. 
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 Kegiatan Umum Instansi 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dan bertanggung 
jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di Jakarta, yaitu: 
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan 
Kepulauan Seribu. 
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 269 tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan menyatakan tugas 
pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta adalah 
melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan daerah. Untuk melaksanakan 
tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki fungsi: 
a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan;  
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan; 
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan 
kepariwisataan dan kebudayaan; 
d. Pembangunan, pengembangan dan pembinaan industri pariwisata dan 
budaya; 
e. Pembangunan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan; 
f. Pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan; 
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g. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang kepariwisataan 
dan kebudayaan; 
h. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan lingkungan 
cagar budaya dan benda cagar budaya; 
i. Pengembangan hubungan kepariwisataan dan kebudayaan dalam dan luar 
negeri; 
j. Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan; 
k. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dan perkampungan budaya 
lokal; 
l. Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan; 
m. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 
prasarana dan sarana di bidang kepariwisataan- dan kebudayaan; 
n. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan; 
o. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan 
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan; 
p. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan 
kebudayaan; 
q. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah di 
bidang kepariwisataan dan kebudayaan; 
r. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas kepariwisataan dan 
kebudayaan; 
29 
 
 
 
s. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtariggaan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
t. Pengoordinasian dan sinkronisasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi 
pemerintah/swasta dan • lembaga lainnya; 
u. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan; 
v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelalcsanaan tugas dan fungsi Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 Bidang Kerja 
Dalam melaksanakan PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 
Jakarta, praktikan ditempatkan di satuan kerja Sekretariat, pada Subbagian 
Keuangan. Subbagian Keuangan bertugas untuk tata kelola keuangan Disparbud 
Jakarta, melakukan perekaman pengeluaran dan pemasukan seperti pajak dan 
retribusi, melakukan verifikasi serta pengesahan SPJ, melakukan pengawasan dan 
inspeksi keuangan, dan melaksanakan sistem akuntansi serta penatausahaan 
keuangan SKPD sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan 
keuangan. 
Praktikan pun diberikan kesempatan oleh Kepala Subbagian Keuangan untuk 
membantu mengerjakan pekerjaan yang sedang berlangsung sekaligus menerapkan 
semua ilmu yang telah didapat oleh praktikan selama perkuliahan. 
Berikut ialah bidang kerja yang praktikan lakukan selama melaksanakan PKL 
di Disparbud Jakarta:  
1. Melakukan pembukuan transaksi harian dalam Buku Kas Umum dengan 
menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); 
2. Mengolah data Buku Kas Umum dari SIPKD ke Miscrosoft Excel untuk 
melakukan cross-check yang kemudian diposting ke Buku Besar;
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3. Membuat Cek yang Harus Dikeluarkan berkenaan dengan biaya pembayaran 
kegiatan berikut pajak yang harus dipotong atau dipungut; 
4. Membuat bukti potong PPh 21 dan 22 dengan e-SPT; 
5. Membuat e-Billing dan melakukan rekapitulasi untuk memudahkan 
penyetoran pajak; 
6. Mengikuti kegiatan inspeksi keuangan dan mengamati secara langsung 
penggunaan anggaran ketika berlangsungnya berbagai kegiatan utama 
Disparbud Jakarta; 
7. Memperbarui data PNS per 2018 untuk keperluan pemotongan pajak; 
8. Melakukan Rekapitulasi data penerimaan Retribusi dari SIMPAD untuk di 
crosscheck dengan data penerimaan Retribusi dari BPKD; 
9. Melakukan register SPJ, SPP-GU, SPP-LS, SPM serta SP2D; 
10. Menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP UP/GU/LS serta 
melakukan pengarsipan dokumen 
 
 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Sebelum menjabarkan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kerja yang 
praktikan lakukan selama pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan terlebih dahulu 
menjelaskan definisi, akronim dan singkatan alur tata kelola keuangan yang harus 
dilakukan oleh SKPD untuk dipertanggungjawabkan kepada Gubernur. 
1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / 
kota. 
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2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta perangkat daerah Provinsi 
DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta selaku pengguna anggaran/barang. 
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah 
bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 
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10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK‐
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disebut PPK‐
PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
PPKD. 
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 
15. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
16. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
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17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk untuk 
menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
UKPD dalam SKPD. 
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA‐SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA‐
SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 
22. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ merupakan 
dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran. SPJ juga merupakan laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh 
bendahara Pengeluaran. 
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23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksana kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan SPP. 
25. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP‐UP adalah dokumen 
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 
26. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP‐GU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan pengganti uang persediaan yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 
27. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP‐TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 
melaksanakan kegiatan SKPD/UKPD/PPKD yang bersifat mendesak dan 
tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. 
28. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP‐LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
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untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar 
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran 
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu 
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPASKPD/ UKPD/PPKD. 
30. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM‐UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban beban 
pengeluaran DPASKPD/ UKPD/PPKD yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 
31. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA‐SKPD/UKPD/PPKD yang dananya dipergunakan 
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 
32. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM‐TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA‐SKPD/UKPD/PPKD, karena kebutuhan dananya 
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melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan 
ketentuan. 
33. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM‐LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran/PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPASKPD/ UKPD/PPKD kepada pihak ketiga. 
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM. 
 
 Pelaksanaan Kerja 
Praktikan telah melaksanakan PKL di Subbagian Keuangan Dinas Parwisata 
dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Kuningan Barat 
Nomor 2, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Adapun waktu pelaksanaan PKL 
yaitu selama 47 hari terhitung sejak Senin, 2 Juli sampai dengan Jum’at, 31 Agustus 
2018. Aktivitas PKL dimulai pada pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB pada hari Senin 
sampai Kamis, dan pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB pada hari Jum’at. Pelaksanaan 
PKL selama 47 hari tersebut mencakup 45 hari kerja dan 2 hari perjalanan Dinas 
pada Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Juli 2018. 
 Pada hari pertama pelaksanaan PKL, seluruh mahasiswa–mahasiswi yang 
akan melaksanakan PKL terlebih dahulu berkumpul di ruangan Subbagian Umum 
& Kepegawaian untuk diberi pengarahan oleh Pengolah Umum dan Kepegawaian. 
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Beliau mengantarkan para mahasiswa menuju Bidang masing–masing untuk 
melaksanakan PKL. Setelah praktikan tiba diruangan Subbagian Keuangan, 
selanjutnya praktikan diperkenalkan kepada seluruh karyawan Subbagian 
Keuangan Disparbud Jakarta oleh Ibu Kepala Subbagian Keuangan. Lalu praktikan 
diberikan pengarahan oleh Kepala Subbagian Keuangan agar dapat memahami 
bidang usaha yang dijalankan oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 
Jakarta sebelum praktikan mulai melakukan tugas–tugas yang diberikan. 
Selama praktikan melakukan kegiatan PKL di Subbagian Keuangan Disparbud 
Jakarta, praktikan menerapkan secara langsung ilmu yang sudah praktikan dapatkan 
di mata kuliah Akuntansi Pemerintahan pada Semester 4 lalu.  
Berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai tugas yang diberikan 
kepada praktikan selama pelaksanaan kegiatan PKL: 
1. Melakukan pembukuan transaksi harian dalam Buku Kas Umum 
dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
(SIPKD) 
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi 
yang dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov 
DKI Jakarta dalam rangka membantu pencatatan administrasi keuangan daerah. 
SIPKD diharapkan membantu pengelolaan keuangan daerah secara tertib 
sehingga membantu Pemprov DKI Jakarta taat pada peraturan perundang‐
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 
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Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan 
dan pengeluaran kas, mutasi kas dari bank BPKD ke bank SKPD dan 
perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dengan dikeluarkannya Instruksi 
Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka sejak 2016 Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta telah mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai dalam 
pembiayan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu kini SKPD tidak lagi 
memegang uang secara tunai, baik menerima maupun mengeluarkan. 
Berikut ialah penjelasan rinci mengenai beberapa pencatatan BKU yang 
telah praktikan lakukan selama PKL : 
a. Pencatatan SPJ (UP/GU) 
Praktikan membantu Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat SPJ, 
Pengeluaran berdasarkan Kuitansi dicatat nilai per kegiatan per akun dan per nomor 
Bukti. SPJ yaitu pencatatan setiap pengeluaran belanja sesuai dengan bukti 
pengeluaran belanja (Kuitansi). 
Adapun tahap pencatatan SPJ melalui BKU ialah sebagai berikut : 
1) Buka aplikasi SPJ / BKU melalui browser dengan mengetikan link  
http://sipkd.jakarta.go.id/SPJ untuk Aplikasi SPJ / BKU. Maka akan tampil 
panel seperti pada Lampiran 9. 
2) Lakukan login aplikasi dengan mengisikan user id dan password kemudian 
klik login untuk menjalankan perintah. 
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3) Klik BKU pada kiri atas dan pilih “entry BKU pengeluaran”. Maka akan 
muncul panel seperti pada Lampiran 10. 
4) Untuk mencatat data‐data SPJ pada Aplikasi BKU, klik tombol “tambah” yang 
ada di pojok kanan sebelah atas. 
5) Kemudian isikan data-data SPJ pada kolom yang tersedia sebagaimana terlihat 
pada Lampiran 11. Kolom yang perlu dilengkapi ialah sebagai berikut : 
a) Isi tanggal transaksi dengan sesuai dengan tanggal Keluar Uang Persediaan 
di Bendahara Pengeluaran SKPD. 
b) Isi No. Bukti Dokumen dengan nomor Kuintansi 
c) Isi tanggal Dokumen dengan tanggal Kuintansi 
d) Isi Nomor Arsip (no penyimpanan dokumen) 
e) Pilih Cara pembayaran nya dengan Bank/Transfer /Cek 
f) Pilih Kode Kegiatan Belanja Langsung dengan klik tombol “Pilih” 
berwarna hijau. Maka akan muncul kegiatan yang sudah diajukan SPD nya. 
Lalu pilih kegiatan yang dituju. 
6) Isikan NIP PPTK 
7) Isikan Nama PPTK 
8) Isikan Uraian nya 
9) Isikan nilai SPJ dengan cara klik ✓ dan SPJ nya harus lebih kecil atau sama 
dari Sisa uang persedian UP/GU yang ada di kas bendahara SKPD. 
10)  Lalu klik tombol “simpan” maka data BKU SPJ akan tersimpan. Maka Data 
BKU SPJ yang sudah kita simpan akan ditampilkan pada list data yang sudah 
di entry. (Lampiran 12)  
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b. Pencatatan Pajak 
Pada Entry Pajak BKU, ada beberapa jenis pajak yang diterima dan 
dikeluarkan oleh Bendahara SKPD. Untuk pajak yang diterima yaitu pajak yang 
berasal dari pajak yang dipungut atas transaksi pengeluaran harian dan dicatat 
berdasarkan kelompok pajaknya. Untuk pajak yang di keluarkan yaitu pajak yang 
disetorkan kepada Negara dan dicatat berdasarkan dari bukti setoran pajak. 
Langkah‐langkah pencatatan Pajak yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 
1) Sama hal nya dengan pencatatan data-data SPJ, pencatatan Pajak juga 
dilakukan pada panel “entry BKU pengeluaran” dengan klik tombol “tambah” 
yang ada di pojok kanan sebelah atas. 
2) Kemudian praktikan perlu mengisikan data-data Pajak pada kolom yang 
tersedia sebagaimana terlihat pada Lampiran 13. Kolom yang perlu dilengkapi 
ialah sebagai berikut : 
a) Pilih Bulan BKU, bulan yang dipilih sesuai terjadinya transasksi 
penerimaan Pajak atau pengeluaran pajak BKU pada kas bendahara 
pengeluaran SKPD. 
b) Pilih Jenis Pajak 
c) Isikan Tanggal Transaksi 
d) Isikan Nomor Bukti Dokumen 
e) Isikan Tanggal Dokumen 
f) Isikan Nomor Arsip 
g) Pilih Jenis Pembayaran (Penerimaan / Pengeluaran) 
h) Pilih Cara Pembayaran, yaitu Bank/Transfer/Cek 
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3) Pilih kegiatan yang telah disetorkan pajaknya dengan klik “pilih” berwarna 
hijau. 
4) Lalu isikan Uraian 
5) Lalu klik tombol “simpan” maka data pajak tersebut akan tersimpan. 
 
c. Proses Jurnal BKU 
Proses jurnal dilakukan setelah entry BKU selesai dilakukan. Di Subbagian 
Keuangan Disparbud, biasanya proses jurnal baru dilakukan beberapa hari setelah 
BKU telah di entry, sebab data yang di entry harus dipastikan sudah benar-benar 
sesuai. Karena setelah melakukan proses jurnal data transaksi BKU tersebut tidak 
dapat diubah lagi. 
Berikut adalah langkah yang praktikan dalam melakukan proses jurnal buku : 
1) Pilih menu BKU, kemudian “Proses Jurnal BKU”. Maka akan tampil panel 
seperti pada Lampiran 14. 
2) Lalu praktikan memasukan tanggal BKU yang akan dijurnal, dan memastikan 
kembali bahwa data yang sudah dientry tersebut sudah benar dan tidak ada 
kesalahan pencatatan. 
3) Jika data sudah benar dan lengkap, maka klik tombol “proses jurnal” berwarna 
biru. Dengan demikian, jurnal data BKU akan di proses. 
4) Setelah proses jurnal selesai, maka data BKU tersebut sudah tidak dapat di 
ubah lagi. 
Selain melakukan pencatatan transaksi SPJ, Pajak, dan melakukan proses 
jurnal, praktikan juga diminta menyediakan print out laporan bulanan dari BKU 
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yang sudah secara otomatis tersedia. Seperti hal nya laporan tutup buku BKU (form 
22) dan laporan pajak (form 25) seperti yang terdapat pada Lampiran 15 dan 16. 
 
2. Mengolah data Buku Kas Umum dari SIPKD ke Miscrosoft Excel 
untuk melakukan cross-check yang kemudian diposting ke Buku Besar; 
Untuk memudahkan pemeriksaan data keuangan oleh tenaga Akuntan, 
maka diperlukan penyortiran data dimana rekapitulasi tersebut dibuat untuk 
memisahkan rincian jumlah SP2D yang diterima, berapa jumlah rincian transaksi 
SPJ, dan juga rincian transaksi pajak. Rekapitulasi SP2D, SPJ, dan Pajak tersebut 
dirincikan per bulan dengan mengambil data dari laporan tutup buku BKU (form 
22) yang didapatkan dari SIPKD. 
Berikut ialah penjelasan rinci mengenai langkah yang praktikan lakukan 
dalam mengolah Rekapitulasi SP2D, SPJ dan Pajak : 
a. Mengunduh form 22 dengan format excel dari SIPKD sebagaimana 
terlihat pada Lampiran 17. Format form 22 dengan format excel 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran18. 
b. Menyiapkan template matriks excel untuk membuat Rekapitulasi. 
Memisahkan antar Sheet untuk SP2D, SPJ, Pajak, yang kemudian 
dipisahkan lagi berdasarkan bulan. 
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1) SP2D  
Pada sheet Rekapitulasi SP2D, penerimaan dipisahkan berdasarkan LS atas 
Gaji, LS atas TKD, Pembayaran LS, dan UP/GU/TU. Pada rekapan ini, yang perlu 
dicatat adalah : 
a) Tanggal Validasi SP2D 
b) Nomor Bukti SPM 
c) Nomor Bukti SP2D 
d) Uraian transaksi SP2D tersebut 
e) Kode Rekening atau yang dimaksud dengan Kode Akun 
f) Nama Rekening atau yang dimaksud dengan Nama Akun 
g) Nilai dari SP2D tersebut, yang dipisahkan menjadi beberapa kolom 
yaitu kolom LS atas Gaji, LS atas TKD, Pembayaran LS, dan 
UP/GU/TU. 
h) Kolom grand total atas transaksi yang harus sesuai dengan angka 
pada RK PPKD. 
Tampilan dari template matriks Rekapitulasi SP2D ini dapat dilihat pada 
Lampiran 19.  
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2) SPJ 
Pada Rekapitulasi SPJ dilakukan 2 Rekapan yaitu Rekapan SPJ saja dan 
Rekapan SPJ dengan Pajak. Pada kedua rekapan ini, yang perlu dicatat adalah : 
a) Tanggal Validasi SPJ 
b) Nomor Bukti Validasi 
c) Uraian atas transaksi SPJ tersebut 
d) Kode Rekening atau yang dimaksud dengan Kode Akun 
e) Nama Rekening atau yang dimaksud dengan Nama Akun 
f) Nilai dari SPJ tersebut yang dipisahkan menjadi Kolom Debit dan 
Kredit 
g) Kolom Saldo Uang Persediaan, yang jumlahnya harus sama dengan 
angka akhir di BKU. 
Tampilan dari template matriks Rekapitulasi SPJ dan Rekapitulasi SPJ 
dengan Pajak ini dapat dilihat pada Lampiran 20 
3) Pajak 
Pada sheet Rekapitulasi Pajak dilakukan pemisahan atas Pemotongan dan 
Penyetoran. Pada rekapan ini, yang perlu dicatat adalah : 
a) Tanggal transaksi 
b) Nomor Bukti 
c) Uraian transaksi 
d) Kode Rekening atau yang dimaksud dengan Kode Akun 
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e) Nama Rekening atau yang dimaksud dengan Nama Akun 
f) Nilai dari Pajak tersebut yang dipisahkan menjadi Kolom 
Pemotongan dan Penyetoran 
g) Kolom Saldo 
Tampilan dari template matriks Rekapitulasi Pajak ini dapat dilihat pada 
Lampiran 21. 
c. Langkah berikutnya yang praktikan lakukan ialah memeriksa transaksi 
perbulan di form 22 dan memisahkan mana saja transaksi SP2D, 
transaki SPJ, dan transaksi Pajak. Pemisahan dilakukan dengan cara 
membuat group pada tiap transaksi yang kemudian di filter kembali 
berdasar tanggal transaksi termuda. 
d. Melakukan copy paste dari form 22 yang sudah dipisahkan dalam group 
dalam masing-masing Sheet kelompoknya di matriks excel Rekapitulasi 
yang telah disediakan. 
e. Melakukan perhitungan ulang angka dengan rumus SUM, memastikan 
jumlah Rekapan perbulan sudah sama dengan angka akhir di form 22. 
f. Praktikan membuat rekapitulasi selama 1 semester yaitu sampai bulan 
Juni. Maka setelah rekap sampai bulan Juni telah selesai dibuat, 
praktikan melakukan posting kedalam buku besar per akun secara 
manual. 
g. Posting buku besar per akun dilakukan dengan cara melakukan filter per 
nomor akun pada Rekapan yang telah dibuat. Buku Besar yang 
disediakan ada 2 jenis, yang pertama merupakan Buku Besar khusus 
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pajak, dan yang kedua ialah Buku Besar per akun. Tampilan kedua Buku 
Besar ini dapat dilihat pada Lampiran 22 dan Lampiran 23. 
Setelah posting buku besar selesai dilakukan, praktikan menyerahkan hasil 
pekerjaan praktikan kepada Tenaga Akuntan untuk beliau lakukan crosscheck 
dengan data kertas kerja RK-PPKD milik BPKD. 
 
3. Membuat Cek yang Harus Dikeluarkan berkenaan dengan biaya 
pembayaran kegiatan berikut pajak yang harus dipotong/pungut; 
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwsata dan Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan 
pemotongan/pemungutan pajak. Pajak yang dipotong/pungut oleh Disparbud 
Jakarta antara lain PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, dan juga PPh Final 4 ayat 2.  
Untuk melengkapi proses verifikasi dokumen Surat Pertanggung Jawaban 
kegiatan yang akan dibayarkan, perlu dihitung terlebih dahulu berapa pajak yang 
harus dipotong atas kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat Cek Yang Harus 
Dikeluarkan. Adapun langkah yang dilakukan dalam membuat Cek Yang Harus 
Dikeluarkan ialah sebagai berikut : 
a. Menghitung ulang pajak yang harus dipungut pada bundel Dokumen SPJ 
Pada Dokumen SPJ yang dibuat oleh Bidang, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dari Bidang tersebut sudah menghitung Pajak yang harus 
dipotong dan sudah melampirkan bukti potong. Namun Verifikator dan 
Tenaga Pajak Subbagian Keuangan tetap harus melakukan pemeriksaan 
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ulang terhadap Pajak yang sudah dihitung oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu tersebut. 
b. Mengisi template matriks excel Cek Yang Harus Dikeluarkan seperti yang 
dapat dilihat pada Lampiran 24. 
Adapun data yang harus diisi ialah sebagai berikut : 
1) Nama Kegiatan. Ketika mengisikan Nama Kegiatan, maka Nama 
PPTK, Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Nama Bidang 
tersebut sudah otomatis terisi mengingat formulir ini sudah diatur 
dengan matriks. 
2) Memasukan Kode Rekening atau Kode Akun atas transaksi yang 
akan dibayarkan. Ketika memasukan Kode Rekening, maka Nama 
Akun sudah otomatis terisi. 
3) Memasukan Biaya yang akan dibayarkan/ditransfer kepada pihak 
ketiga yang terutang. 
4) Mengisi Biaya Transfer. Kolom ini diisi apabila pihak ketiga yang 
akan dibayarkan memiliki Rekening Bank selain Bank DKI. Oleh 
karena itu biaya transfer perlu disertakan. 
5) Menginput jenis pajak yang akan dipotong beserta nilai dari pajak 
tersebut. 
6) Memastikan Jumlah Permohonan Pembayaran alias Jumlah yang 
akan ditransfer sudah benar nominalnya. 
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c. Memastikan nominal yang sudah diisikan pada Cek sudah benar. Adapun 
hasil akhir dari Cek yang telah di tanda tangani dapat dilihat pada Lampiran 
25. 
 
4. Membuat bukti potong PPh 21 dan 22 dengan e-SPT; 
Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan dalam membuat bukti potong PPh 
21 dengan e-SPT : 
a. Menjalankan aplikasi e-SPT PPh 21 lalu memasukan username dan 
password. 
b. Memilih Database yang akan diisikan lalu klik “Pilih DB” 
c. Pilih SPT yang akan dikerjakan. Jika masa/bulan yang ingin diisi belum 
tersedia, maka pilih “SPT baru” jika sudah ada maka pilih masa yang akan 
diisi lalu klik “Buka SPT” 
d. Pilih “isi SPT” kemudian “daftar bukti potong” lalu “Tidak Final (1721-II)” 
seperti yang terlihat pada Lampiran 26. 
e. Klik “Baru” pada kanan bawah untuk membuat Bukti Potong Baru. Maka 
akan muncul panel seperti pada Lampiran 27. Berikut adalah data-data yang 
perlu diisi : 
1) Nomor Bukti Potong 
2) Identitas Penerima Penghasilan yang Dipotong, meliputi NPWP, Nama, 
NIK, dan Alamat Penerima 
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3) Nilai PPh Pasal 21 yang akan dipotong, meliputi Kode Objek Pajak, 
Jumlah Penghasilan Bruto, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan 
PPh Dipotong. 
4) Identitas Pemotong Pajak, meliputi NPWP SKPD, Nama Pemotong 
yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan 
tangal pemotongan pajak dilakukan. 
f. Pastikan nominal PPh yang akan dipotong sudah benar. Lalu klik “Simpan” 
agar data tersimpan. 
Tampilan Daftar Bukti Pemotongan PPh 21 Tidak Final yang sudah diisikan 
terdapat pada Lampiran 28. 
Dalam hal membuat Bukti Pungut PPh 22 tidak jauh berbeda dengan 
langkah pembuatan Bukti Potong PPh 21. Untuk tampilan Bukti Pungut PPh 22 
dapat dilihat pada Lampiran 29, 30, dan 31. 
5. Membuat e-Billing dan melakukan rekapitulasi untuk memudahkan 
penyetoran pajak; 
Berikut ialah langkah yang dilakukan dalam pembuatan e-Billing Pajak : 
a. Menjalankan internet browser dan mengakses laman 
https://sse3.pajak.go.id/  
b. Melakukan login dengan memasukan NPWP, PIN, dan Kode Keamanan 
c. Pada laman muka, pilih “Isi SSE” maka akan muncul Formulir Setoran 
Elektronik seperti pada Lampiran 32. Lalu pada formulir tersebut, data-data 
yang perlu diisikan ialah sebagai berikut : 
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1) NPWP, Nama, dan Alamat SKPD Disparbud Jakarta 
2) Jenis Pajak yang akan disetorkan 
3) Jenis Setoran yang akan disetorkan 
4) Masa Pajak yang akan disetorkan 
5) Tahun Pajak yang akan disetorkan 
6) Jumlah pajak yang akan disetor 
7) Uraian detail kegiatan atas pajak yang akan disetorkan tersebut berikut 
Kode SPJ dan Kode Akun nya. Contoh : Kegiatan Pergelaran Kesenian 
Terpilih Bulan Maret 2018, Kode SPJ 4/III/2018, Kode Rekening : 
5.2.2.27.01 
d. Setelah selesai mengisikan formulir (Lampiran 33), klik “Kode Billing” 
maka Formulir SSE akan tersimpan. 
e. Lalu klik “Cetak Kode Billing” maka PDF Cetakan Kode Billing akan 
otomatis terunduh. Tampilan PDF Cetakan Kode Billing ini dapat dilihat 
pada Lampiran 34. 
f. PDF Cetakan Kode Billing ini langsung diberi nama dengan format sebagai 
berikut: Jenis Pajak Nama Kegiatan Nilai Pajak yang Disetorkan. Contoh : 
PPh 23 Kegiatan Familiarization Trip (Akomodasi dan makan minum tamu) 
(85.437). Kemudian disatukan dalam satu folder per Bulan. Hal ini berguna 
untuk memudahkan penelusuran data sebagaimana dapat diihat pada 
Lampiran 35. 
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g. Sembari membuat Kode Billing, praktikan juga membuat Rekapitulasi 
Pembayaran Pajak di Microsoft Excel. Rekapitulasi Pembayaran Pajak ini 
dapat dilihat pada Lampiran 36. Adapun yang perlu direkap adalah: 
1) Nama Kegiatan 
2) Kode Rekening atau yang dimaksud dengan Kode Akun 
3) Jenis Pajak yang disetorkan 
4) Jenis Setoran yang dilakukan 
5) Nomor ID Billing 
6) Jumlah Pajak yang disetorkan 
 
6. Mengikuti kegiatan inspeksi keuangan dan mengamati secara langsung 
penggunaan anggaran ketika berlangsungnya berbagai kegiatan 
utama Disparbud Jakarta; 
Salah satu tugas Subbagian Keuangan ialah melakukan inspeksi keuangan. 
Oleh karena itu, dalam berlangsungnya berbagai program kerja Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bidang, tim Subbagian 
Keuangan turut ikut serta dalam hal inspeksi. 
Inspeksi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang 
dilakukan, sebab semua anggaran yang digunakan untuk menjalankan suatu 
kegiatan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ). SPJ harus melewati verifikasi oleh Verifikator 
Keuangan dan Kepala Subbagian Keuangan. Dengan dilakukannya inspeksi, 
Verifikator Keuangan dan Kepala Subbagian Keuangan dapat memperoleh 
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keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK telah disajikan secara benar, tepat, serta 
didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap. Selain itu Kepala Subbagian 
Keuangan juga dapat memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam 
penggunaan anggaran. 
Adapun kegiatan Inspeksi yang diikuti oleh Praktikan ialah : 
a. Malam Final Pemilihan Abang None 2018 
Kegiatan Malam Final Pemilihan Abang None 2018 dilaksanakan pada 
tanggal 27 Juli 2018 di Ballroom Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Kegiatan 
ini berlangsung sejak pukul 19.00 – 24.00 WIB dan dihadiri oleh Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 
Pada kegiatan ini, praktikan dan beberapa teman PKL lainnya diberi 
tanggung jawab menjadi panitia acara untuk membantu berjalannya acara dengan 
lancar. Adapun hal yang praktikan lakukan ialah mengarahkan para tamu undangan 
untuk duduk pada kursi yang telah disediakan. Dalam hal inspeksi, praktikan 
melakukan pengamatan secara langsung selama berlangsungnya acara. Seperti, 
mengamati ada berapa banyak Juri yang dipanggil, bagaimana kondisi tempat yang 
disewa, bagaimana makanan yang disajikan oleh catering yang ditunjuk, 
bagaimana kelayakan suara soundsystem yang digunakan, serta mengamati kerja 
crew dan Event Organizer yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan, 
dan lain sebagainya. 
Foto-foto dari kegiatan Malam Final Pemilihan Abang None 2018 dapat 
dilihat pada Lampiran 37. 
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b. Familiarization Trip 
Familiarization Trip atau yang biasa disingkat Famtrip adalah salah satu 
program kerja yang dilakukan oleh Bidang Destinasi dan Pemasaran. Famtrip 
adalah perjalanan wisata untuk mengenalkan potensi wisata di Indonesia, maka 
program ini dikhususkan kepada mereka yang memiliki pengaruh luas untuk 
publikasi. 
Pada 27 sampai dengan 30 Juli 2018, dalam rangka kegiatan Famtrip, tim 
Seksi Promosi Luar Negeri dari Bidang Destinasi dan Pemasaran 
memberangkatkan 3 orang Jurnalis dari Kuwait untuk meliput berbagai tempat 
wisata di Jakarta. Selama perjalanannya di Jakarta, ketiga jurnalis tersebut dibiayai, 
diakomodasi serta difasilitasi oleh Disparbud Jakarta ke berbagai tempat wisata di 
Jakarta. Namun tentunya dengan perjanjian agar Jurnalis tersebut meliput destinasi 
wisata di Jakarta dan membuat artikel berita di Negara nya. Hal ini bertujuan untuk 
mengenalkan destinasi wisata di Jakarta ke masyarakat di luar negeri, dalam hal ini 
Kuwait. 
Salah satu destinasi wisata yang dikunjungi dalam Famtrip kali ini adalah 
Pulau Pantara yang terletak di Kepulauan Seribu. Oleh karena itu pada hari Sabtu 
dan Minggu, 28 dan 29 Juli 2018, tim Keuangan diberangkatkan untuk melakukan 
inspeksi kegiatan. Praktikan turut serta dalam kegiatan ini bersama dengan Ibu 
Surasih, Kepala Subbagian Keuangan Disparbud Jakarta. 
Adapun foto-foto dari kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran 38. 
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c. Nonton Bareng Film Nasional bersama Pelajar Sekolah dan PPSU 
Kegiatan Nonton Bareng Film Nasional bersama Pelajar Sekolah dan PPSU 
adalah salah satu program kerja yang dilakukan oleh Bidang Seni Budaya. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mempromosikan Film Karya Bangsa sekaligus menghibur 
Pelajar dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Pada saat 
kegiatan ini, para pemain utama dan sutradara Film yang ditayangkan turut 
menghadiri kegiatan. 
Pada Kamis, 2 Agustus 2018 dan Selasa 14 Agustus 2018 praktikan bersama 
tim Subbagian Keuangan mengikuti kegiatan Nonton Bareng yang saat itu diadakan 
di Bioskop XXI Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Adapun foto-foto dari 
kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran 39. 
d. Napak Tilas Proklamasi 
Kegiatan Napak Tilas Proklamasi diadakan pada 16 Agustus 2018 di 
Museum Juang dan merupakan program kerja Unit Pelaksana Teknis Museum 
Kesejarahan Jakarta. Kegiatan ini diadakan untuk mengenang perjuangan Ir. 
Soekarno dan Moh. Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga 
membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kegiatan ini dibuka oleh 
Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kemudian diikuti dengan pertujukan drama 
detik-detik Proklamasi, tarian tradisional, hingga pawai dengan berjalan kaki 
sampai dengan Tugu Proklamasi. 
Adapun foto-foto dari kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran 40. 
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7. Memperbarui data PNS per 2018 untuk keperluan pemotongan pajak 
Dalam hal pemotongan pajak pegawai, tentunya dibutuhkan data terbaru 
agar lebih valid. Untuk itu, Tenaga Perpajakan memberikan tugas kepada Praktikan 
untuk membantu melakukan pembaruan data pegawai Disparbud Jakarta yang 
nantinya akan diberikan kepada BPKD. 
Adapun data yang praktikan buat ialah Rekapitulasi data melalui Microsoft 
Excel yang sumber datanya diambil dari SIMPEG. Langkah yang praktikan lakukan 
dalam membuat Rekapitulasi data pegawai ialah sebagai berikut : 
a. Menyiapkan template matriks Microsoft Excel yang dilengkapi dengan 
hyperlink untuk memudahkan pencarian dan pengerjaan rekapitulasi. 
b. Melakukan update data per-orang yang dilakukan per golongan. Mengingat 
file Excel yang praktikan olah sudah dilengkapi dengan fitur hyperlink, maka 
praktikan cukup menekan tombol “lihat” pada sebelah kanan untuk menuju 
ke data pribadi pegawai tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Lampiran 41. 
c. Melakukan update data pribadi pegawai tersebut dengan melakukan 
crosscheck dari Data Umum Kepegawaian yang diunduh dari SIMPEG. 
Tampilan file ini dapat dilihat pada Lampiran 42. 
d. Melakukan copy paste dari DUK ke template matriks Rekapitulasi untuk 
memperbarui data pegawai Disparbud (Lampiran 43). Adapun hal yang harus 
praktikan isikan ialah : 
1) Nama, Jenis Kelamin, dan Status Pernikahan Pegawai 
2) NIP, NRK, KARPEG, dan NIP Lama Pegawai (jika ada) 
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3) Pangkat, Golongan, Tangga Menjalankan Tugas (TMT) atau yang 
dimaksud tanggal pengangkatan PNS tersebut ke Golongan terbarunya 
4) Jabatan yang tengah dijabat, TMT pengangkatan PNS tersebut ke 
Jabatan tersebut 
5) Masa Kerja pegawai tersebut selama menjadi PNS sudah berapa tahun 
berapa bulan 
6) Pelatihan Jabatan yang pernah diikuti oleh pegawai tersebut, meliputi 
nama pelatihan, tahun dilaksanakannya, dan berapa lama pelatihan 
tersebut dilaksanakan 
7) Pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai tersebut 
8) Tempat tanggal lahir, Umur, Agama, serta tanggal Pensiun 
9) Catatan Mutasi Kepegawaian 
10)  Alamat, Nomor telpon, serta penghargaan yang pernah diraih oleh 
pegawai tersebut 
e. Setelah praktikan memastikan data pegawai sudah benar, maka praktikan 
menuliskan “sudah” disamping nama pegawai yang praktikan baru saja 
perbarui di sheet Master Data Kepegawaian. 
 
8. Melakukan Rekapitulasi data penerimaan Retribusi dari SIMPAD 
untuk di crosscheck dengan data penerimaan Retribusi dari BPKD; 
Salah satu tugas Bendahara Penerimaan ialah bertanggung jawab atas 
penerimaan yang masuk ke SKPD Disparbud Jakarta, dalam hal ini Retribusi. 
Untuk memudahkan pekerjaannya, praktikan membantu Bendahara Penerimaan 
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membuat rekapitulasi penerimaan retribusi dari Unit Pelaksana Teknis Disparbud 
Jakarta.  
Disparbud Jakarta memiliki 11 Unit Pelaksana Teknis. Dari 11 UP tersebut, 
tentunya ada retribusi yang harus dipungut. Contoh retribusi yang dipungut oleh 
Disparbud Jakarta ialah, tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah, tiket menonton 
pertunjukan Planetarium Taman Ismail Marzuki, biaya penginapan di Graha Wisata 
Ragunan, hingga biaya pemakaian gedung seperti Gedung Kesenian Jakarta TIM, 
Graha Bhakti Budaya TIM, Ruang pertemuan Graha Wisata TMII, dan lain-lain. 
Adapun rekapitulasi yang praktikan buat ialah rekapitulasi melalui 
Microsoft Excel, yang datanya diunduh dari SIMPAD. Langkah yang praktikan 
lakukan dalam melakukan rekapitulasi retribusi ialah sebagai berikut : 
a. Menyiapkan matriks excel Rekapitulasi Retribusi dengan cara mengolah 
data Laporan Penerimaan Retribusi yang diunduh dari SIMPAD. Tampilan 
Laporan yang diunduh dari SIMPAD dapat dilihat pada Lampiran 44. 
b. Melakukan olah data Laporan Penerimaan Retribusi dari SIMPAD dengan 
cara merapihkan dan menghapus kolom tak terpakai, lalu  melakukan 
perhitungan ulang dengan rumus untuk memastikan angka sudah benar. 
Hasil dari pekerjaan ini dilihat pada Lampiran 45. 
c. Melakukan rekapitulasi per kode rekening atau yang dimaksud kode akun. 
Rekapitulasi ini dilakukan dengan cara membuat grup per akun, melakukan 
filter data, merapihkan kolom, dan melakukan perhitungan ulang dengan 
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rumus untuk memastikan angka sudah benar.  Hal yang perlu praktikan 
perhatikan dalam membuat Rekapitulasi Retribusi ini antara lain : 
1) Nomor Transaksi 
2) Tanggal Retribusi tersebut diterima 
3) No SKR dan No NTPD 
4) Nama Wajib Retribusi 
5) Periode Izin (Jika menggunakan tempat) 
6) Alamat Wajib Retribusi 
7) Unit Pemungut 
8) Kode Rekening atau yang dimaksud Kode Akun 
9) Uraian atas transaksi 
10) Nilai Ketetapan Retribusi yang ditagih 
11) Denda yang harus dibayar (jika ada) 
12) Jumlah Penerimaan Retribusi yang diterima 
Adapun hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada Lampiran 45 dan 46. 
9. Melakukan Register SPP, SPM serta SP2D 
Salah satu tugas Verifikator keuangan ialah membuat register SPP, SPM, serta 
SP2D. Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan diberikan kesempatan untuk 
membantu verifikator keuangan melakukan register. Adapun langkah yang 
praktikan ialah sebagai berikut : 
a. Mengambil bundel SPJ yang telah selesai di diverifikasi dan tengah 
diajukan untuk SP2D nya. 
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b. Membuka matriks excel Register SPP/SPM/SP2D untuk melakukan input 
data. Sebelum melakukan input data, harus dilihat terlebih dahulu jenis dari 
dokumen tersebut. Pada matriks excel Register ini (Lampiran 47), Register 
dipisahkan dalam 12 sheet yaitu : 
1) Tunjangan Kinerja Daerah 
2) Pembayaran BPJS & Gaji PHL 
3) Pembayaran Gaji PNS 
4) Sekretariat 
5) Bidang Informasi dan Pengembangan 
6) Bidang Destinasi dan Pemasaran 
7) Bidang Seni Budaya 
8) Bidang Nilai Budaya dan Sejarah 
9) Pengisian Kas Bendahara (sekreatariat UP) 
10)  Pembayaran Air 
11)  Pembayaran Listrik 
12)  Pembayaran Telepon 
c. Adapun yang perlu praktikan perhatikan ketika melakukan register ialah 
sebagai berikut : 
1) Nomor Urut Register. Setelah usai melakukan register pada matriks 
excel, praktikan memberikan nomor urut pada SPJ tersebut dengan 
menggunakan pensil. Nomor urut yang diberikan ialah berdasarkan 
Nomor Urut Register SPJ tersebut pada matriks Excel. 
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2) Uraian kegiatan atas SPJ tersebut. Contoh : Penyelenggaraan 
Festival Jakarnaval, Pembayaran BPJS Kesehatan Petugas Jasa 
Keamanan Bulan Febuari 2018 (61 petugas) 
3) Nomor SPD 
4) Nomor serta tanggal SPP 
5) Nomor serta tanggal SPM 
6) Nomor serta tanggal SP2D. Jika SP2D belum keluar, maka kolom 
dibiarkan kosong 
7) Jumlah atau nilai dari SP2D 
8) Apakah transaksi tersebut ialah UP/GU/TU ataupun LS 
Adapun hasil pekerjaan praktikan terkait Register dapat dilihat pada Lampiran 
47 dan 48. 
10. Menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan SPP serta melakukan 
pengarsipan dokumen 
Dalam melaksanakan pekerjaannya, Penata Dokumen memiliki tugas untuk 
menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan SPP UP/GU/TU/LS hingga 
terbitnya SPM dan SP2D. Selain itu Penata Dokumen juga bertugas melakukan 
pengarsipan dokumen. Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan membantu Penata 
Dokumen dalam menjalankan pekerjaan tersebut. 
Ketika Bendahara hendak melakukan pengajuan SPP baik UP, GU, TU, 
maupun LS ke BPKD, penata dokumen harus menyiapkan dan memastikan bahwa 
dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap dan sudah ditanda tangani oleh pihak-
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pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 162 tahun 
2013 secara garis besar dokumen-dokumen tersebut adalah : 
a. SPP UP/GU/TU/LS 
b. Salinan SPD 
c. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 
d. Lampiran lain yang diperlukan tergantung jenis SPP yang diajukan. SPP 
yang diajukan dapat berupa UP, GU, TU dan LS. 
Apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, maka diterbitkan SPM. 
Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitumg sejak diterima dan 
dinyatakan lengkap dokumen pengajuan SPP. SPM yang telah diterbitkan tersebut 
lalu diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 
Selain membantu penata dokumen dalam menyiapkan kelengkapan 
dokumen pengajuan SPP, praktikan juga membantu melakukan pengarsipan 
dokumen. Praktikan diminta untuk memasukan bundel dokumen-dokumen SPJ 
yang telah selesai diproses kedalam bantex sesuai dengan nomor urut SPJ yang 
sudah ditandai sebelumnya. Untuk dokumen pajak, diarsipkan kedalam bantex 
berdasarkan bulan. 
Dokumen-dokumen SPJ, SPP, SPM, SP2D, dan dokumen pajak semuanya 
harus diarsipkan dengan baik. Penata Dokumen harus memastikan bahwa 
dokumen-dokumen tersebut telah diarsipkan ditempat yang benar dan diberi tanda 
dengan benar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelusuran dokumen 
apabila diperlukan. Selain itu hal ini juga akan sangat membantu apabila adanya 
pemeriksaan dari BPK.  
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Adapun contoh dari dokumen SPJ yang praktikan arsipkan serta hasil 
pekerjaan praktikan terkait pengarsipan dokumen dapat dilihat pada Lampiran 49 
dan 50. 
 Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan PKL di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi DKI Jakarta ini, praktikan tentunya menghadapi beberapa kendala. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama berjalannya PKL 
adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat banyak istilah akuntansi pemerintahan yang kurang familiar 
bahkan belum pernah praktikan dengar, sehingga pada mulanya praktikan 
mengalami kesulitan dalam memahami alur pekerjaan yang dilakukan oleh 
subbagian keuangan; 
2. Praktikan belum familiar menggunakan aplikasi SIPKD yang digunakan 
oleh Disparbud Jakarta, sehingga praktikan membutuhkan waktu ekstra 
dalam mengoperasikannya; 
3. Karena sejak awal pelaksanaan PKL praktikan tidak mendapatkan 
pembagian tugas harian yang jelas, maka praktikan sedikit kebingungan 
dalam melakukan pekerjaan. Sehingga menyebabkan praktikan melakukan 
semua pekerjaan pegawai Keuangan secara acak.  
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 Cara Mengatasi Kendala 
Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh praktikan, perlu dilakukan 
berbagai cara untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dapat dilakukan antara 
lain:  
1. Praktikan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, giat bertanya 
dan mencari tau mengenai sistem akuntansi pemerintahan yang dijalankan 
di Disparbud Jakarta, serta memiliki komunikasi yang baik dengan para 
karyawan;  
2. Praktikan harus cepat memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi 
SIPKD agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Selain itu praktikan 
harus lebih teliti dalam memasukan data dengan tidak tergesa-gesa, dan 
bertanya kembali kepada pembimbing bila kurang mengerti, serta mengecek 
kembali tugas yang telah dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan;  
3. Praktikan harus giat mendekatkan diri dan menawarkan bantuan kepada 
para karyawan Subbagian Keuangan agar dapat memperoleh ilmu yang 
lebih banyak. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
 Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah program studi D3 
Akuntansi yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Selain itu, PKL juga merupakan 
salah satu syarat kelulusan yang diterapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, khususnya jurusan Akuntansi. 
Kegiatan PKL berguna sebagai wadah bagi praktikan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama berada dibangku perkuliahan ke 
dalam lingkungan kerja sebenarnya. Melalui kegiatan PKL, praktikan mendapatkan 
pengalaman dan gambaran bagaimana kondisi dunia kerja yang seharusnya. 
Selama melaksanakan pekerjaan selama PKL, praktikan dituntut untuk lebih 
disiplin waktu, lebih cepat tanggap, lebih bersikap mandiri dan lebih bertanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.  
Dengan mengikuti kegiatan PKL di Disparbud Jakarta, praktikan 
mendapatkan berbagai pengalaman yang nyata dalam lingkungan kerja. Beberapa 
hal yang berguna bagi praktikan setelah melakukan PKL tersebut adalah: 
1. Praktikan dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, serta 
memahami berbagai karakter karyawan yang berbeda; 
2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami bagaimana alur sistem 
akuntansi dan penatausahaan keuangan yang dijalankan oleh SKPD; 
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3. Praktikan dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara mencatat 
transaksi harian melalui BKU SIPKD;  
4. Praktikan dapat memahami dan mengetahui alur serta fungsi verifikasi SPJ; 
5. Praktikan dapat memahami dan mengetahui bagaimana alur pengajuan SPP 
serta SPM yang akan diajukan ke BPKD berdasarkan permintaan 
UP/GU/TU dan LS berikut apa saja kelengkapannya yang harus dipenuhi; 
6. Praktikan dapat memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme 
pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh SKPD. 
 
 Saran 
Selama pelaksanaan PKL, praktikan menyadari masih terdapat banyak 
kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan PKL di Disparbud Jakarta. Adapun saran-
saran yang dapat diberikan oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki 
kinerja serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari pelaksanaan PKL 
juga pelaksanaan pekerjaan di Instansi kedepannya adalah sebagai berikut: 
1. Dalam mengoperasikan aplikasi SIPKD, sebaiknya dilakukan oleh 
pegawai yang latar belakang pendidikannya di bidang Keuangan 
sehingga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan; 
2. Sebaiknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melakukan update aplikasi SIPKD ke versi yang 
lebih baru dan menyempurnakan fitur-fiturnya sehingga tidak membuat 
pegawai keuangan melakukan kerja 2x; 
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3. Dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak, sebaiknya PPTK 
memberikan soft copy bukti potong dan kertas kerta perhitungan pajak 
yang sudah dibuat ke Tenaga Perpajakan di Subbagian Keuangan 
sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien; 
4. Sebaiknya PPTK tidak hanya memberikan SPJ dalam bentuk hard copy 
tetapi juga dalam bentuk soft copy; 
5. Sebaiknya Kertas Kerja Review dan Matriks Laporan Keuangan SKPD 
Penggabung yang disediakan oleh BPKD terus disempurnakan lagi; 
6. Sebaiknya excel yang digunakan untuk melakukan Register SPP, SPM 
serta SP2D disempurnakan lagi; 
7. Sebaiknya seluruh komputer pegawai Keuangan di update ke Microsoft 
Office versi terbaru sehingga lebih memudahkan pekerjaan; 
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya rutin mengadakan pelatihan 
profesi bagi para pegawai Keuangan Instansi Pemerintahan guna 
meningkatkan keahlian pegawai dalam menjalankan penatausahaan 
keuangan Instansi; 
9. Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 
menyediakan ruangan dan lemari yang cukup untuk menyimpan berkas 
dan dokumen penting. 
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